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WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,
semangat kerja dan produktivitas kerja Tenaga Honorer
di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang tidak dapat
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2012, perlu mengatur mengenai pemberian upah
dan penghasilan lainnya diluar upah bagi Tenaga Honorer
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur
Jawa Tengah tertanggal 1 Oktober 2014 nomor
180/010132 hal Hasil Klarifikasi Peraturan Walikota
Salatiga, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga
Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2014 dan
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2014
tentang Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan Tenaga
Kontrak Tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pengupahan Tenaga Honorer
di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5318);



9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2008 Nomor 12);

14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUPAHAN TENAGA
HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1
2

i

(1)

(2)

(1)

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Salatiga.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan
untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi
pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk guru
bantu, guru honorer, guru wiyata bhakti, pegawai honorer,
pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang
sejenis dengan itu.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
berwenang mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Upah adalah hak Tenaga Honorer yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dan dibayarkan atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Pasal 2

Kepada Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan
Pemerintah Daerah diberikan Upah.

Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Tenaga Honorer yang tidak dapat diangkat
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan pemberian Upah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Penghitungan besaran Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan atas:

a. upah minimum kota;

b. masa kerja; dan/atau

c. kualifikasi pendidikan.



(3) Besaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

(1) Disamping Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), kepada Tenaga Honorer dapat diberikan penghasilan
lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk meningkatkan motivasi kerja dan kompensasi
atas kontribusi yang diberikan Tenaga Honorer terhadap
pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Bentuk penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain:

a. upah bulan ketiga belas;

b. insentif atau sebutan lainnya;

c. honorarium tim/kepanitaan,;

d. uang saku perjalanan dinas; dan

e. penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Pemberian upah bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota
dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif atau sebutan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan
Keputusan Walikota dengan besaran sesuai kemampuan
keuangan daerah dan didasarkan atas kehadiran apel,
kehadiran kerja dan indikator lainnya yang berkaitan dengan
kedisiplinan.

(6) Pemberian honorarium tim/kepanitaan dan uang saku
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ berpedoman pada standardisasi indeks biaya di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(7) Pemberian penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d antara lain berupa extra fooding.

Pasal 5
Tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pemberian upah dan penghasilan lainnya
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
Persyaratan dan hubungan kerja Tenaga Honorer yang berkaitan
dengan pembayaran upah dan penghasilan lainnya dituangkan
dalam perjanjian kerja.

Pasal 7
Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pemberian upah dan penghasilan lain bagi Tenaga Honorer di
lingkungan SKPD yang bersangkutan.



Pasal 8
Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga
Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 34), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 40), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Tebeuai 208
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Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Tebruan 20\%
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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 205 NOMOR 3



